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ABSTRAK 

Suparlan A, 2020 : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan  

Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan 

Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di 

Tinjau Menurut Ekonomi Islam 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerja sama bagi hasil yang 

dilakukan oleh pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun Kecamatan 

Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga di buatlah rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil 

pada Petani Karet di Desa Renak Dungun dan Bagaimana  Sistem Bagi Hasil pada 

Petani Karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam. 

  

Metode yang digunakan dalam penelitian dilihat dari jenis penelitian  yaitu 

tergolong kedalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa 

Renak Dungun. Kemudian  Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) 

orang pemilik dan 6 (enam) orang penggarap karet, adapun sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang atau 100% dari jumlah keseluruhan 

populasi dengan menggunakan total sampling yaitu sebuah teknik pengambilan 

sampel yang dimana jumlah populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara 

pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun sekalipun kerugian tidak 

sering terjadi, maka perlu diwaspadai oleh pihak penggarap, agar tidak terjadi 

permasalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik ataupun pekerja, 

jadi cara mengatasi agar tidak terjadinya penipuan ataupun keselisihpahaman 

dengan cara memberikan teguran dan musyawarah bersama, supaya kejadian itu 

tidak akan terulang lagi untuk kedepannya dan dalam sistem bagi hasil antara 

pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi 

Islam dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap atas 

perjanjian kerjasama menunjukkan masih adanya unsur gharar (kesamaran) 

istilah dalam kajian hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan 

yang bertujuan untuk merugikan orang lain. dari sebagian pemilik dan penggarap, 

dikarenakan belum sepenuhnya mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat 

Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebun karet merupakan salah satu komoditas yang tinggi dan strategi 

di daerah tersebut karena peranannya sangat cukup besar dalam mendorong 

perekonomian rakyat terutama bag petani perkebunan. Pembangunan 

perkebunan karet memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya 

terhadap ekonomi pedesaan. Kemampuan dalam memberikan sumbangan 

tersebut tercermin pada penyerapan tenaga kerja serta jaminan pendapatan. 

Pengembangan industri berbasis kebun karet sangat erat kaitannya 

dengan daya dukung wilayah untuk penyediaan bahan baku. Tanpa 

tersedianya bahan baku yang cukup, kelangsungan produksi kebun karet akan 

terganggu. Untuk itu perlu dilakukan analisis daya dukung wilayah guna 

mendukung pengembangan dari daya dukung wilayah didasarkan pada 

kemampuan lahan (land capability). Pada umumnya kemampuan lahan dapat 

diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media 

tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu.
1
Karet merupakan salah satu 

komoditas ekspor andalan Indonesia. Trend produksi karet cenderung 

mengalami peningkatan di setiap tahun. Rata-rata produksi karet Indonesia 

tahun 2000-2014 mencapai 1.966.100 ton. Wilayah yang memberikan 

kontribusi tertinggi dalam produksi karet di Indonesia adalah pulau Sumatera. 

                                                             
1 Hidayat Amir, Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan 

Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional,  (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2012), 

Cet. I, h. 91 

1 
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Tiga provinsi dengan hasil produksi karet terbesar di pulau Sumatera masing-

masing adalah provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. 

Tingginya produksi karet di wilayah ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan 

perkebunan dan kondisi geografis yang mendukung.  

Kelebihan permintaan dalam negeri mendorong dilakukannya ekspor ke 

luar negeri. Peningkatan ekspor berdampak pada peningkatan devisa. 

Peningkatan ekspor karet Indonesia seiring dengan semakin tingginya 

produksi karet yang dihasilkan. Beberapa negara tujuan potensial ekspor karet 

Indonesia selama ini diantaranya adalah negara Amerika Serikat, Jepang, dan 

Tiongkok. Kondisi perekonomian dunia dan negara tujuan turut 

mempengaruhi ekspor karet Indonesia. Beberapa bulan terakhir, harga karet 

kembali mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan damak pada penurunan 

kesejahteraan petani karet. Jika kondisi yang semakin tidak menentu dan 

kurang menjanjikan ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama, dapat 

berdampak pada penurunan produksi karet dalam negeri.
2
 

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet 

terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah 

karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang 

membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olaraga yang ada dipusat 

kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Karet termasuk 

komoditas perkebunan yang teristimewa bagi indonesia. Karena hanya 

                                                             
 2 Ahmad Sholeh, Analisis Ekspor dan Produksi Karet Di Indonesia (Aplikasi Model Lag 

Terdistribusi) h. 
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beberapa negara saja yang dapat ditanami. Indonesia saat ini tidak dapat 

dipisahkan dari karet alam. 

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis 

global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi 

badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor 

perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang 

berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari‟at Islam.Istilah 

Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan 

sistem kehidupan yang disebut syari‟ah, sebagai sumber aturan perilaku yang 

didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-

tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejateraan 

manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyiban). 

Sistem ekonomi berdasarkan syari‟ah tidak hanya merupakan saran 

untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan 

sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak 

menu rut syari‟ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan 

dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur 

aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah 

satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).
3
 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem 

kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang 

                                                             
3 Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.17. 
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lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam ekonomi Islam 

memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting 

dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu 

dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama 

Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi 

dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, 

kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul 

antara bangsa dan negara.
4 

Para ahli ekonomi Islam muslim memberikan definisi ekonomi Islam 

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi 

dengan cara-cara yang Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara Islam disini 

adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma 

hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits yang mengatur urusan 

perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk 

melakukan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya. 

Rambu-Rambu hukum yang mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan 

dari Al-Qur‟an dan Al- Hadits.
5
 

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan 

aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukanya, sehingga tidak 

mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi 

                                                             
4 Ali Zainudin, Hukum Ekonomi Syariah  (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.120. 
5 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah  (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h.26. 
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yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun 

ekonomi Syari‟ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al- 

Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hal ini berarti bahwa sumber 

utama yang menjadi sumber dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi 

Syari‟ah adalah Al-Qur‟an dan Sunnah. Oleh karena itu tidak boleh ada 

aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun 

konsumsi yang bertentangan dengan norma-norma didalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah Nabi Muhammad Saw.
6
 

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, 

ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal 

bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha mengalami 

kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak 

adanya pihak yang terekploitasi (didzalimi).
7
  

Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong dalam 

Sistem Bagi Hasil Muzara‟ah, mukhabarahdan Musaqah. Musaqah adalah 

bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan 

agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang 

maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah 

buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan 

kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan muzara‟ah adalah pekerja 

mengelola sawa dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari 

pemilik tanah. Dengan kata lain muzara‟ah adalah pemilik tanah 

                                                             
6 Djamil Fahturahman, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.17. 
7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h .26. 
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menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, 

yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani.Mukhabarah 

adalah akad yang sama dengan muzara‟ah baik dalam dasar hukum, sarat, dan 

rukunnya. 

Ada sebagian ulama yang membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat 

yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik mukhabarah 

dan muzara‟ah boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari 

keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa 

diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. Mukhabarah adalah mengerjakan 

tanah (orang lain) seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya 

(seperdua,sepertiga atau seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya 

pekerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.
8
 

Jika ditinjau dari kacamata ekonomi Islam sistem bagi hasil yang 

digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam hal ini unsur 

pemerataan pendapat karena salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri 

adalah untuk pemerataan pendapat, sebagai salah satu cara untuk mengatasi 

kemiskinan. Muzara‟ah termaksud dalam kategori perubahan yang 

diperolehkan dalam Syari‟at Islam. Adapun alasan diperbolehkan Muzara‟ah 

ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan 

penduduk khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian 

itu. Alasan lain diperbolehkan karena kesepakatan dalil ulama Fiqh bahwa 

                                                             
 8 Rajid, Sulaiman, Fiqih Islam  (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), h.399. 
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Musaqah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
9
 

Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan 

sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola 

berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti 

ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab 

kerugian tersebut.
10

 Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada 

pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola 

kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi 

tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat 

perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa 

separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati.
11

 

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang 

hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja 

mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan 

sumber daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya sumber 

daya alam misalnya,didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh 

mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Tujuan ekonomi Islam 

adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al- Qashash 

(28), ayat 77 : 

                                                             
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 139. 
10 Ali Zainudin, Hukum Ekonomi Syariah, h. 143. 
11 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia,  (Jakarta: Universitas Press: 1988), h. 284. 
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Dalam ayat ini, Allah memeperingatkan didunia hanya sementara dan 

ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia mendapat 

kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat  

kebajikan ketika hidup didunia.
12

 

Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang 

luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang 

dapat dijadikan media oleh manusia untuk mencapai pahala semaksimal 

mungkin, dan setiap muslim yang telah secara sah berhak memanfaatkan dan 

mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah 

digariskan Allah SWT. Pertanian dan perkebunan merupakan komponen 

penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya 

bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini 

juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain rasa ingin 

saling tolong-menolong.
13

 

Desa Tanah Renak Dungun adalah salah satu Desa yang terletak di 

kabupaten Kepulauan Meranti yang mana mayoritas mata pencahariannya 

adalah “Petani Karet”. Sistem Bagi Hasil yang digunakan masyarakat 

setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat 

                                                             
12 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, h.15-16. 
13 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, h.26. 
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terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari 50:50, 40:60, 

30:70, sesuai yang disepakati kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan 

penggarap. Namun faktanya yang terjadi, setelah jatuh tempo waktu 

pembagian hasil, pemilik kebun mengambil bagiannya tidak sesuai yang 

diperjanjikan. 

Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pihak penggarap. Berdasarkan 

hasil wawancara penulis dengan beberapa penggarap kebun karet. Sebagian 

dari mereka menegaskan bahwa: “ kami merasa kecewa dengan pemilik kebun 

yang kami garapi, dikarenakan pada awal perjanjian kami telah sepakat untuk 

membagi dua (50:50) dari hasil kebun tersebut, namun pada saat pembagian 

hasil kami hanya mendapat 40%  selebihnya diambil oleh pemilik kebun”.
14

  

Kesejahteraan keluarga juga dapat dilihat kebutuhan primer, sekunder 

dantersier yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga.Untuk kebutuhan primer 

dilihat kebutuhan sandang, pangan dan papan.Sementara kebutuhan sekunder 

dapat dilihatdari pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.Kebutuhan tersier dilihat 

dan alat transportasi yang dimiliki dan barang-barang tambahan lainnya 

seperti perhiasan atau alat elektronik. Dalam kebutuhan primer yaitu Sandang 

bisa dilihat dan pakaian yang dikenakan, pangan dapat dilihat dan 

terpenuhinya kebutuhan makan dimana setiap harinya tidak merasa 

kekurangan dan papan yang dapat dilihat dan rumahnya. Lokasi yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian merupakan sebuah desa jadi kesejahteraan 

keluarga yang diukur dan kebutuhan sekunder dan tersier hanya pada tingkat 

                                                             
14 Bapak Ismail, Wawancara pada tanggal 10 desember 2019 pukul 16:17 WIB. 
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kesehatan dan kebutuhan rekreasi atau kebutuhan yang tidak terduga lainnya 

serta alat transportasi sepeda motor.  

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan 

penggarap karet karet untuk melihat bagaimana kesejahteraan keluarga yang 

sudah mereka rasakan dengan melakukan peran ganda yang dijalankan oleh 

pemilik kebun dan penggarap di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau 

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.  

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana 

terpenuhi semua kebutuhan fisik materiil, mental spiritual, dan sosial yang 

memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta 

memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan 

yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang 

sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian peran bagi 

hasil ekonomi keluarga pemilik kebun dan penggarap karet di Desa Renak 

Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ini mampu 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik 

untuk meneliti serta menganalisa yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan 

judul: “ Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap 

Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten 

Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. 
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B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan masalah agar lebih 

terarah maka peneliti meneliti Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian yaitu 

Tentang Musaqah. Maka penulis membatasi masalah penelitian ini, 

Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak 

Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dan 

Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun 

Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Ekonomi 

Islam 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

telah merumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa 

Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun 

Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau 

Ekonomi Islam. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di 

Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

b. Untuk Mengetahui Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak 

Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di 

Tinjau Ekonomi Islam 

2. Tujuan Analisis 

a. Menemukan sistem bagi hasil (musaqah) antara pemilik dan penggarap 

karet di desa renak dungun kecamatan pulau merbau kabupaten 

kepulauan meranti. 

b. Menemukan  dalam sistem musaqah ditinjau menurut  Ekonomi Islam. 

3. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, penelitian ini sangat membantu untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman, selain memperdalam ilmu yang telah 

diperoleh dibangku kuliah. 

b. Menambah ilmu pengetahuan masyarakat tentang praktek dibidang bagi 

hasil yang terjadi dimasyarakat islam di Indonesia, sehingga nantinya 

dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah. 

c. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya serta penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian 
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yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai masalah-

masalah yang dibahas dalam penelitian. 

E. Metode penelitian 

Menurut Creswell menegemukakan tiga pendekatan penelitian, yaitu 

pedekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan Metode 

Gabungan (Mixes Methods Approach).
15

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekataan kualitatif yang mengenai tentang pelaksanaan 

sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa renak dungun 

kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti ditinjau menurut 

ekonomi Islam. 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di 

Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Masa penelitian selama enam bulan dari tanggal 28 juli 2019 – 

28 januari 2020. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karena mudah 

dijangkau oleh penulis, dan subtansinya belum pernah diteliti sebelumnya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah antara pemilik dan penggarap kebun 

karet yang berada di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan yang menjadi objek penelitian 

adalahsistem bagi hasil (musyaqah) menurut Ekonomi Islam. 

 

                                                             
15 Emzir, Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo 

Persada, 2011), h.9 
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3. Populasi dan Sampel 

Sugiyono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.
16

Sedangkan sampel adalah sebagian 

anggota populasi itu.
17

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 

(enam) orang pemilik kebun karet dan 6 (enam) orang penggarap kebun 

karet, adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang 

atau 100% dari jumlah keseluruhan populasi dengan menggunakan Total 

Sampling yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang dimana jumlah 

populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

4. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian 

ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (observasi) 

ataupun wawancara (interview) dengan pemilik lahan dan penggarap 

lahan karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten 

Kepulaun Meranti. 

                                                             
16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014 ), h. 49. 
17 Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 181-182 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh untuk 

menyusun data peneliti baik berupa konsep maupun teori-teori yang 

dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan, dan data yang 

diambil dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang 

diteliti.
18

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi adalah peneliti melakukan pengamataan lapangan dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran umum nyata baik terhadap subjek 

maupun objek penelitian. 

b. Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan narasumber atau 

pemilik kebun. 

c. Dokumentasi, yaitu melihat, mewawancarai dan menganalisis 

dokumen-dokumen data yang terkait dengan masalah. 

6. Teknik  Analisa Data 

Metode analisa yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan 

penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis 

gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul 

kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan 

dalam bentuk uraian. 

                                                             
18Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h, 143 
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7. Metode Penulisan 

Teknik penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Deduktif. Yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kumpulan dianalisis 

dan diuraikan secara khusus. 

b. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi 

penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah peneliti menulis dalam pembahasan ini, maka 

peneliti ingin membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan   

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode penelitian, 

Sistematika penulisan 

.BAB II     : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian 

yang terdiri dari: Letak Geografi dan Demografis  Desa Renak 

Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Keadaan Sosial Kemasyarakatan, serta Kondisi 

Perekonomian Desa Renak Dungun. 

 

BAB III  :TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini menjelaskan Pengertian Bagi Hasil, Dasar Hukum  
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Bagi Hasil, Rukun dan Syarat Bagi Hasil, Pendapat Ulama 

tentang Bagi Hasil.   

BAB IV   : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini akan menguraikan beberapa pembahasan dan hasil 

penelitian yang terdiri dari: Pelaksanaan sistem bagi hasil pada 

petani karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sistem Bagi Hasil pada Petani 

Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Menurut Ekonomi Islam 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
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A. Sejarah Desa Renak Dungun  

Desa Renak Dungun terdiri dari dua suku kata yaitu “Renak” dan 

“Dungun”, Renak merupakan nama Sungai tempat para nelayan berlabuh, 

sedangkan Dungun adalah nama pohon yang banyak tumbuh di sekitar 

sungai. Desa Renak Dungun  merupakan salah satu dari 11 (Sebelas) Desa 

yang ada di Kecamatan Pulau Merbau diantaranya yaitu Desa Kuala Merbau, 

Desa Tanjung Bunga, Desa Baran Melintang, Desa Pangkalan Balai, Desa 

Batang Meranti, Desa Centai, Desa Semukut, Desa Teluk Ketapang, Desa 

Ketapang Permai dan Desa Padang Kamal. 

Pada awal terbentuknya Desa Renak Dungun (1936) disebut dengan 

Kampung dan pemimpinnya disebut dengan Kepala Kampung. Tetapi dengan 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 membuat format 

pemerintahan desa secara seragam diseluruh Indonesia, hal ini membuat 

perubahan pada peyebutan dari kampung menjadi desa, dikarenakan masih 

minimnya teknologi dalam penyampaian informasi maka Pada tahun 1990 

Renak Dungun baru menjadi desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 terbentuklah 

Kabupaten Kepulauan  Meranti yang merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Bengkalis dan berada pada wilayah Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan 

Perda Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 7 tahun 2011 terbentukah 

Kecamatan Pulau Merbau yang merupakan pemekaran dari Kecamatan 
18 
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Merbau, dan Desa Renak Dungun masuk kewilayah Kecamatan Pulau 

Merbau. 

Pada awal berdirinya hingga sekarang Kantor Desa Renak Dungun 

beralamat di Jalan Panglima Kamal RT 02 RW 02 Rambai. Desa Renak 

Dungun telah Melakukan enam kali pemilihan Kepala Desa pada pemilihan 

yang pertama terpilih Bapak Andi Rifa‟i dan mulai menjabat pada Tahun 

1990 sampai 1994. Tahun 1994 diadakan lagi pemilihan yang kedua kepala 

Desa dan dijabat oleh Bapak Syamsir Umar dan mulai menjabat pada tahun 

1994 sampai 1999.pada tahun 1999 dilakukan pemelihan Kepala Desa yang 

ketiga dan terpilihan Bapak A. Manan, mulai menjabat pada tahun 1999 

sampai 2004. 

Pada tahun 2004 dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang keempat, 

kembali bapak A. Manan terpilih menjadi Kepala Desa dan menjabat pada 

tahun 2004 sampai 2009, pada tahun 2009 dilakukan pemilihan Kepala Desa 

yang kelima dan terpilih Bapak Mukhtar, mulai menjabat dari tahun 2009 

sampai 2015, dan pada tahun 2015 kembali dilakukan pemilihan Kepala Desa 

yang Bapak Mukhtar kembali terpilih dan menjabat pada tahun 2015 sampai 

sekarang. Secara umum Desa Renak Dungun memiliki luas wilayah 75 Km
2 
 

dan keadaan alam Desa Renak Dungun adalah hamparan datar. Desa Renak 

Dungun memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Merbau 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Meranti 
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Meranti dan Pangkalan 

Balai 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung bunga 

Desa Renak Dungun memiliki jumlah penduduk terhitung pada Tahun 

2018 berjumlah 2084 jiwa atau dengan jumlah 515 Kepala Keluarga. Jarak 

Desa Renak Dungun dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 28 

Kilometer, dan jarak dari pusat Pemerintah Kabupaten berjarak yaitu 50 

Kilometer, dan dari Pusat Pemerintahan Provinsi jarak ke Desa Renak 

Dungun berjarak yaitu 365 Kilometer. 

Potensi luas wilayah pada Desa Renak Dungun masih terdapat berbagai 

wilayah yang masih belum diolah, terutama untuk lahan pertanian dan 

perkebunan, yang masih dapat dikembangkan oleh masyarakat Desa Renak 

Dungun ataupun investor dibidang perkebunan, dimana pada Desa Renak 

Dungun dilihat dari tanahnya sangat cocok untuk dikembangkan menjadi 

Perkebunan Sagu, Pinang, Pisangdan Perkebunan Karet. 

Sedangkan dilihat dari iklim pada Desa Renak Dungun adalah beriklim 

tropis, dimana pada bulan-bulan tertentu pada Desa Renak Dungun terdapat 

musim kemarau dan musim hujam pada bulan September sampai dengan 

bulan Maret, sedangkan musim kemarauumumnya terjadi pada bulan Maret 

dengan bulan Agustus dalam setiap tahunnya.
19

 

 

 

                                                             
19www.http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-renak dungun.html.Di akses pada 

tanggal 15 maret 2020, Pukul 14:19 WIB (Waktu Indonesia Barat). Data Profil Desa Renak DungunTahun 

2019. 

http://www.http/ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-renak%20dungun.html
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B. Visi dan Misi Desa Renak Dungun 

Visi Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten 

Kepulauan Meranti “Mewujudkan Desa Renak Dungun sebagai benteng 

pertanian dan pekebunan di Kabupaten Kepulauan tahun 2022”. Sedangkan 

misi Desa Renak Dungun yaitu: 

1. Menata pemerintahan yang efektif dan efesien 

2. Mengembangkan pertanian perdesaan dan perkebunan berbasis 

masyarakat 

3. Meningkatkan infrastruktur ekonomi, kesehatan, pendidikan dan 

pelayanan  dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan pembinaan 

mental spiritual 

4. menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai konstibusi dan asset 

kabupaten Kepulauan Meranti 

C. Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Renak Dungun 

Penduduk pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupeten Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari jenis kelamin, 

menunjukan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dari penduduk 

perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Jumlah penduduk Desa Renak Dungun Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-Laki 1067 51  

2 Perempuan 1017 49 

Jumlah 2084 100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan 

penduduk pada Desa Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 2084 jiwa. Dimana antara jumlah 

penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah relative 

berimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1067  jiwa atau 51% dan 

jumlah penduduk perempuan 1017 jiwa atau 49%.  

Selanjutnya untuk melihat tingkat umur usia penduduk pada Desa 

Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Desa Renak Dungun Berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1 0 s/d 5 tahun 292 jiwa 14 

2 6 s/d 12 tahun 271 jiwa 13 

3 13 s/d 16 tahun 167 jiwa 8 

4 17 s/d 24 tahun 403 jiwa 19 

5 25 s/d 55 tahun 790 jiwa 38 

6 56 s/d 79 tahun 139 jiwa  7 

7 80 tahun keatas 22 jiwa              1 

Jumlah 2084 Jiwa 100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Dari tabel 2.2 dapat diketahui bahwa penduduk pada Desa Renak 

Dungun dilihat dari kelompok umur  atau usia, pada umumnya yang 

terbanyak penduduk berada pada usia peroduktif dalam arti kata penduduk 

berada pada usia kerja, yakni yang berusi antara 25 sampai dengan 55 tahun 

yang terbanyak dengan jumlah 790 atau sebesar 38% dan disusul pada usia 
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balita dengan jumlah 29 atau sebesar 14% dan berusia pada usia 17 sampai 

dengan 24 berjumlah 403  jiwa atau sebesar 19%, terdapat penduduk pada 

usia anak -anak 271 jiwa atau sebesar 13%, terdapat penduduk pada usia 13 

sampai dengan 16 berjumlah 167  jiwa atau sebesar 8% dan pada usia 56 

sampai dengan 79  berjumlah 139 jiwa atau sebesar 7% dan terdapat 

penduduk pada usia 80 tahun keatas berjumlah 22 jiwa atau sebesar  1%. 

Selanjutnya pula pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau, 

bila dilihat dari mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat merupakan 

usaha untuk menghidupkan keluarga, sebagian besar masyarakat bekerja 

sebagai petani,  pengerajin, jasa,PNS, Pedangang, Guru honor, Nelayan dan 

wiraswasta. Untuk lebih jelas mata pencarian atau pekerjaan pokok 

masyarakat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten 

Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3 

Jumlah Penduduk Desa Renak Dungun Berdasarkan Mata Pencarian 

NO Mata Pencarian Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Petani 1003 84 

2 Nelayan 20 2 

3 Pedagang 28 2 

4 Jasa 13 1 

5 PNS 13 1 

6 Guru honor 56 5 

7 Wiraswasta 34 3 

8 Pengerajin 26 2 

Jumlah 1193 100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 2.3, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Renak 

Dungun Kecamatan Pulau Merbau, sebagian besar bekerja sebagai petani, 
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yakni berjumlah 1003 orang atau sebesar 84%, dan yang bekerja sebagai 

nelayan berjumlah 20 orang atau sebesar 2%, dan bekerja sebagai pedagang 

berjumlah 28 orang atau sebesar 2%, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri 

Sipil berjumlah 13 orang atau sebesar 1%, dan bekerja sebagai wiraswasta 

berjumlah 34 orang atau sebesar 3% dan yang bekerja sebagai pengerajin 

berjumlah 26 orang atau sebesar 2% dan yang bekerja sebagai Guru/Honorer 

berjumlah 56 orang atau sebesar 5% dan berkerja dibidang jasa berjumlah 13 

orang atau sebesar 1%. 

Berdasarkan tabel mata pencarian penduduk sebagaimana dikemukakan 

di atas, bahwa mata pencarian dan pekerjan penduduk bersifat heterogen,  

dengan demikian dapat dikatakan nantinya akan memberikan pengaruh pada 

sosial ekonomi masyarakat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau 

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
20

 

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi 

kewenangan kepala Desa yang dilimpahkan dari Camat, dipersiapkan 

Aparatur Desa yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pekerjaan yang harus 

diselesaikan. Aparatur Desa membantu kegiatan perkantoran dan membantu 

proses kelancaran pelayanan yang ada di Desa. Keadaan dan Komposisi 

Pegawai pada Kantor Kepala Desa Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten  

Kepulauan Meranti adalah sebgai berikut : 

 

 

 

 

                                                             
20 Ibid h.123 
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Tabel  2.4 

Komposisi Aparatur Berdasarkan Jumlah Dan Jenis Kelamin Pada 

Kantor Kepala Desa Renak Dungun, 2019 

No 
Jenis 

Kelamin 

Klasifikasi Aparatur 

Jumlah 
Persentase 

(%) Kepala 

Desa 

Perangkat 

Desa 

1 

2 

 Pria 

 Wanita 

1 

- 

9 

3 

9 

3 

75 

25 

Jumlah  

 

12 12 100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Dilihat dari tabel 2.4, terlihat  bahwa Pria lebih banyak dari pada 

Wanita yang dalam persentase Pria yaitu 75 % dan yang Wanita 25 % dan 

bila dilihat dalam jumlah Pria 9 orang dan Wanita 3 dengan jumlah 

keseluruhan adalah 3 orang. 

Selanjutnya untuk menunjang akativitas Kantor Kepala Desa Renak 

Dungun harus memilliki pegawai yang mempunyai latar belakang 

pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan hal pokok yang 

mendasarkan bagi dengan keahlian dan pekerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab yang harus diembaninya. Tingkat pendidikan sangat 

menunjang pekerjaan yang dihsilkan. Berikut tabel tentang tingkat 

pendidikan pegawai pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 2.5 

Komposisi Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  

Pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun, 2019 

No 

Tingkat 

Pendidikan 

Klasifikasi Aparatur 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Kepala 

Desa 

Perangkat 

Desa 

1 SLTA/Sederajat 1 9 10 83 

2 SLTP/sederajat - 2 2 17 

Jumlah Keseluruhan 1 11 12 100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Dari tabel 2.5, dapat kita lihat bahwa latar belakang pendidikan para 

pegawai Desa Renak Dungun sangat begitu rendah yaitu yang tamatan 

SLTP/Sederajat adalah 2 orang atau 17%, dan Tamatan SLTA/ Sederajat 10 

orang atau 83%. 

Selanjutnya masa kerja merupkan hal yang penting sebab dapat 

memperlihatkan kondisi sebenarnya dimana dapat dilihat kemahiran 

menyelesaikan dan menangani persoalan yang dihadapi di masyarakat saat 

ini. Pengalaman kerja merupakan syarat penting bagi seorang pegawai yang 

dapat dilihat dari masa kerja pegawai tersebut.  Pegalaman yang didapat 

selama bertugas dalam satu posisi sangat mentukan bahwa kemungkinan 

besar ilmu yang didapat pegawai tersebut bisa dalam menyelesaikan masalah. 

Berikut tabel yang melihatkan tentang masa kerja pegawai pada Kantor 

Kepala Desa Renak Dungun adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.6 

Komposisi Aparatur Berdasarkan Masa Kerja 

 Pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun, 2019 

No 
Masa 

Kerja 

Aparatur Desa 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Kepala 

Desa 

Perangkat 

Desa 

1 1 s/d 5 tahun 
 

9 
     

9 

 
75 

2 6 s/d 10 tahun 1 2 
     

3 

 
25 

Jumlah 1 11 
   

12 

 
100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Dari tabel 2.6, dapat kita lihat bahwa pegawai yang keseluruhannya 

rata-rata masa kerjanya adalah 1 tahun sampai 5 tahun.Ini merupakan 

rendahnya pengalaman dan kemahiran menyelesaikan serta menangani 

persoalan yang dihadapi masyarakat pada saat ini. 

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Renak Dungun  

Dalam menyelenggaraan roda pemerintahan ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat pada Desa Renak Dungun, berdasarkan undang-undang Nomor 

06 tahun 2014 ditingkat pemerintah terendah dibentuk Desa yang di 

Kabupeten Kepulauan Meranti di sebut Desa, dimana ketentuan ini tecantum 

dalam pasal 1 peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan 

bahwa “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepantingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 
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Selanjutnya dalam sistem Pemerintahan Desa diatur dalam tentang 

susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, yang mana dalam 

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti  Nomor 08 Tahun 2017 

tentang susunan organisasi  dan tata kerja Pemerintah Desa. 

Mengenai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat pada 

Bagan dibawah ini: 

Bagan 2.1 

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Renak Dungun Kecamtan Pulau 

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Kaur Keuangan 

Kaur Umum dan 

Perencanaan 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi Kesejahtraan 

dan  Pelayanan 

Dusun I Dusun II Dusun III 
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Selanjutnya mengenai rincian tugas dari pemerintahan Desa Renak 

Dungun dapat di uraikan sebagai berikut : 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa sebagai pimpinan pada pemerintahan Desa mempunyai 

tugas antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD. 

b. Membina kehidupan masyarakat Desa. 

c. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa. 

d. Mengajukan rangcangan peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan 

berbagai peraturan Desa. 

e. Membina perekonomian Desa. 

f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang pada 

Desa. 

g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Adapun fungsi Kepala Desa sebagi berikut : 

a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan 

wilayah. 
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b. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 

adat istiadat. 

c. Memdamaikan perselisihan masyarakat diDesa.  

d. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-Undangan. 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas 

dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. 

2. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan. 

b. Melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada 

perangkat Desa. 

c. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 

Desa.dan mengumpulkan bahan, evaluasi data dan merumuskan 

program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas 

pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

d. Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 

e. Menyusun program tahunan dan laporan. 

3. Kaur Tata Usaha dan Umum 

Kaur tata usaha dan umum pada Desa Renak Dungun mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi 
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b.  Penataan administrasi perangkat desa 

c. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor 

d. Melakukan persiapan rapat 

e. Melakukan pengadministrasian aset, inventarisasi dan pelajalan dinas 

f. Menyelenggarakan pelayanan umum. 

 

4. Kaur Keuangan 

Kaur Keuangan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas, 

sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda 

bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang. 

b. Menyiapkan. Merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa. 

c. Melakukan administrasi keuangan. 

d. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royang masyarakat dan 

pembangunan yang dinilai dengan uang. 

e. Menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. 

5. Kaur Perencanaan 

Kaur perencanan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan 

b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa 

c. Melakukan inventarisi data – data dalam rangka pembangunan 
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d. Melakukan monitoring dan evaluasi progam  

e. Melakukan penyusunan laporan 

6. Kasi Pemerintahan 

Kasi pemerintahan pada Desa Renak Dungun Mempunyai tugas 

sebagai berikut 

a. Melaksanakan tata praja pemerintahan 

b. Menyusun rancangan regulasi desa 

c. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

d. Melakukan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan dan 

penataan serta pengelolaan wilayah 

e. Melakukan pendataan serta pengolahan profil desa 

7. Kasi Kesejahteraan 

Kasi kesejahtraan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. Melaksankan pembangunan sarana dan prasarana desa 

b. Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan 

c. Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, 

budaya, politik dan lingkungan hidup 

d. Melaksanakan pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang 

taruna 
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8. Kasi Pelayanan 

Kasi pelayanan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanan hak dan 

kewajiban masyarakat 

b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, 

c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 

ketenagakerjaan 

9. Kepala Dusun 

Kepala Dusun pada Desa Renak Dungun mempunyai tugassebagai 

berikut: 

a. Sebagai unsur  pelaksana tugas Desa dalam wilayah kerjanya. 

b. Menjalanjan kegiatan Desa dalam kepemimpinan Desa diwalayah 

kerjanya. 

Adapun fungsi Kepala Dusun, sebagai berikut: 

a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwliayah kerjanya. 

b. Melaksanakan peraturan Desa diwilayah kerjanya. 

c. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah 

E. Sarana dan Prasarana Desa Renak Dungun  

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, 

ketersediaan  sarana dan prasarana yang dibutuhkan kehidpan akan dapat 

member bantuan didalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama 

sarana perhubungan yang akan dapat memberikan kemudahan bagi 
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masyarakat untuk berusaha, sebab ketersedian sarana perhubungan jelas 

berkaitan dangan kondisi jalan yang terdapat  pada Desa Renak Dungun bisa 

diperlukan masyarakat. Selanjutnya untuk melihat sarana perhubungan yang 

terdapat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.7 

Sarana Penghubungan pada Desa Renak Dungun Kepulauan Meranti, 

2019 

No Sarana Penghubung Jumlah Keterangan 

1 Jalan Aspal 9 jalan 4 kurang baik 

2 Jalan Tanah 7 jalan 5 kurang baik 

3 Perahu Motor 4 buah Baik 

4 Perahu Tanpa Motor 10 buah Baik  

7 Spead Boat 4buah Baik 

8 Sepeda 89 buah Baik 

9 Sepeda Motor 421 buah Baik 

Jumlah  543 buah Baik 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Dari tabel diatas dapat dikatakan telah tersedia sarana penghubung yang 

ada di Desa Renak Dungun. Dimana sarana tersebut meliputi yang paling 

banyak digunakan masyarakat adalah Sepeda Motor dengan jumlah 421 yang 

merupakan kebutuhan masyarakat setempat, kemudian sarana yang tersedia 

di Desa Renak Dungun meliputi Jalan tanah, jalan aspal beserta tranportasi 

yakni perahu motor, perahu tanpa motor, , spead boat, sepeda dan sepeda 

motor. 
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Disamping sarana jalan yang terdapat pada Desa Renak Dungun 

Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti untuk fasilitas 

pendidikan, keagamaan maupun sarana kebutuhan masyarakat yang 

dibutuhkan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 2.8 

Jumlah Sarana Dan Prasarana Kemasyarakatan Pada  

Desa Renak Dungun, 2019 

No  Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1 

 

Bidang Pendidikan 

-PAUD 

-SD 

-MDA/TPA 

 

 

4 

3 

3 

 

 

Baik 

 

2 
Rumah Ibadah 

-Masjid 

-Mushola 

 

3 

4 

 

Baik 

3 

Bidang Kesehatan 

-Pukesmas 

-Posyandu 

-Dukun bersalin terlatih 

 

1 

3 

2 

 

Baik 

 

 

4 

Bidang  Olahraga 

-lapangan sepak bola 

-lapangan bola volley 

-lapangan takraw 

-lapangan bulu tangkis 

 

1 

2 

2 

1 

 

 

Baik 

5 

Sarana Dan PrasaranaPemerintah 

-Ruang kerja 

-Mesin tik 

- Meja 

- Almari arsip 

- Kursi 

- Komputer 

- Kendaraan dinas 

 

 

3 

1 

10 

3 

35 

2 

1 

 

 

 

 Cukup Baik 

Jumlah  86 Baik 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada 

Desa Renak Dungun dapat dikatakan baik dalam arti kata telah dapat 
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memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya sarana untuk pendidikan, 

keagamaan serta sarana olah raga yang dibutuhkan masyarakat terutama 

untuk generasi muda. Sedangkam untuk sarana dan prasarana yang berada 

pada Kantor Desa Renak Dungun masih dikategorikan kurang baik. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Bagi Hasil (Musaqah) 

Musyaqah diambil dari kata “al-saqa”, yaitu seseorang bekerja pada 

pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainya supaya 

mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil 

yang diurus sebagai imbalan.
21

Musyaqah adalah bentuk yang lebih sederhana 

darimuzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas 

penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas 

nisbah tertentu dari hasil panen.
22

 

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. 

Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang 

lebih dikenal adalah musyaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah 

suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan 

hasilnya dibagi di antara keduanya.
23

 

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada 

tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun 

itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu 

akad. Dalam usaha pertanian  Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama 

yaitu Al-Musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang 

                                                             
21 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145 
22 Madani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242. 
23 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212 

37 
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menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak 

(panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.
24

 

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa musaqah adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang 

pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan 

lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap 

dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.  

B. Dasar Hukum Bagi Hasil (Musaqah) 

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah. 

Adapun dasar hukum kebolehannya adalah perbuatan Rasulullah dan 

Khulafah Rasyidin setelahnya. Hukum musaqah adalah boleh (mubah), 

bahkan sebagian ulama fiqh menyebutkan sebagai sunnah, sabda Rasulullah 

SAW: 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menuturkan: Orang-orang Anshor berkata 

kepada Nabi SAW: Bagikan kepada kami dan  saudara-saudara 

kami kebun kurma itu. Belaiu menjawab, Tidak. Kemudian mereka 

(kaum Muhajirin) berkata. Kalian membantu pekerjaan kami dan 

kami sertakan kalian pada pendapatanbuahnya. Maka mereka 

berkata. Kami mendengar dan kami patuh.”(HR. Al Bukhari)
25

 

Dalam sebagian riwayatnya, Bahwa Rasulullah Saw mengadakan 

kesepakatan musaqah dengan mereka dengan syarat mendapatkan setengah 

hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah. Adapun dasar hukum 

mengenai diperbolehkannya kerjasama dalam firman Allah swt. sebagai 

berikut:  

  

                                                             
24 Syafi`i Jafri, Fiqih Mualamah, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157 
25 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Op. Cit, h. 122  
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َٰۖ إِنَّ  نِِۚ وَٱتَّقىُاْ ٱللَّّ ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوََٰ  وَلََ تعََاوَوىُاْ عَلًَ ٱلِۡۡ
ٰۖ دَِدُ ....وَتعََاوَوىُاْ عَلًَ ٱلۡثسِِّ وَٱلتَّقۡىَيَٰ ََ  َ  ٱللَّّ

 [٢]سىزج المائدج, ٢ٱلۡعِقاَبِ 

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan  bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah [5]:2).
26

 

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling 

membantu dan tolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak 

hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, 

tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada 

mereka.  

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (Musaqah) 

 Menurut Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun 

dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari 

petani penggarap, dan pekerjaan dari  pihak penggarap. Menurut Malikiyah, 

akad musaqah mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul, 

tidak dengan pekerjaan.
27

 Sedangkan menurut Hanabilah, musaqah sama 

dengan muzara‟ah, tidak perlu ijab dan qabul dengan lafal, melainkan cukup 

dengan memulai penggarapan secara langsung. Menurut Syafiiyah justru 

mensyaratkan adanya qabul dengan lafal.
28

 Jumhur ulama menetapkan bahwa 

rukun Musaqah ada 5 (lima), yaitu berikut ini: 

1) Dua orang yang akad (Al-Aqidani). Al-Aqidani  disyaratkan harus 

baligh dan berakal 

2) objek musaqah 

                                                             
26 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahannya,  (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 10. 
27 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, h 214.  
28 Ibid, h. 215          
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3) Buah, disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak 

4) Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika di 

syaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-

sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus 

mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan 

minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, 

baik dalam muzara‟ah maupun musaqah sebab Rasulullah Saw pun 

tidak memberikan batasan ketika bermualah dengan orang Khaibar 

5) Shighat, menurut ulama Syafi‟iyah, tidak diperbolehkan menggunakan 

kata ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad. 

Adapun ulama Hanabilah membolehkan sebab yang terpenting adalah 

maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan 

agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama 

Hanabilah, sebagaimana pada muzara‟ah, tidak disyaratkan qabul 

dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.
29

 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun 

sebagai berikut:  

1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang 

yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
30

 

2) Objek akad itu harus terdiri atas perpohonan yang mempunyai buah. 

Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah 

                                                             
29 Ibid, h. 216 
30 Ibid, h. 216  
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dikemukakan. Di samping itu  objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas 

dan diketahui. 

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad 

berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah. 

4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 

bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua 

dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi‟i yang terkuat,sah 

melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, 

tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang). 

5) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan 

transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.
31

  

D. Pendapatan Para Ulama tentang Bagi Hasil (Musaqah) 

Musaqah menurut Mazhab Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik 

dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya 

musyaqah.Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), 

dan Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad) 

membolehkan musaqah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW 

bersama orang Khaibar.
32

 

Menurut Mazhab Imam Malik musaqah yang boleh berlaku dalam 

pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, 

dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, 

                                                             
31 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan Al-Fiqh  al-Islamy Wa Adillatuhu, h. 635. 
32 Rahmat Syafe`i, Lot.Cit h.212 
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lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan.
33

 

Transaksi musaqah boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman 

itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampu 

mengairi, mengelola atau merawat tanamannya sendiri. Maka transaksi 

musaqah dalam hal ini boleh dilakukan.
34

 

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan 

dalam musaqah. Imam Abu Daud berbeda pendapat bahwa yang boleh di 

musaqahkan hanya kurma, menurut Syafi`iah yang boleh dimusaqahkan 

hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut hanafiyah semua pohon 

yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan seperti tebu.
35

 

Menurut Mazhab Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua 

pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon 

yang serupa dengan itu dan dibolehkn pula untuk pohon-pohon yang berakar 

tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki 

kemampuan untuk menggarapnya.
36

 

Adapun Mazhab Imam Malik melihat bahwa musaqah adalah suatu 

keringanan yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk 

memperlakukannya kepada orang lain. Dan terkadang diqiyaskan kepada 

berbagai keringanan menurut sebagian para ulama apabila dipahami terdapat 

sebab-sebab umum diantara perkara-perkara yang keringanan-keringanan 

                                                             
33 Imam Malik bin Annas, Al-Muwaththa` Imam Malik, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 104 
34 Ibid h.106 
35 Hendi Suhendi, Op.cit, h. 149 
36 Hendi Suhendi, Ibid 145 
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tersebut dihubungkan dengan nash yang berkaitan dengannya.
37

 

Menurut Mazhab Imam Syafi`i, sesungguhnya ia membolehkan 

musaqah pada anggur dari sisi bahwa hukum dalam musaqah adalah dengan 

penaksiran, dan telah disebutkan dalam hadits Attab bin Usaid hukum 

mengenai penaksiran pohon kurma dan anggur walaupun hal tersebut 

mengenai zakat, sepertinya ia dalam hal ini mengqiyaskan muasaqah 

dengan zakat.
38

 

Menurut Mazhab Hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua 

pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-mughni, Imam Malik 

berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan yang 

diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram.
39

 

Dalam referensi lain mereka juga berbeda pendapat apabila pohon 

kurma tersebut bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah 

diperbolehkan tanah dijadikan sebagai akad musaqah bersama dengan 

pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian 

pohon kurma dan sebagian hasil bumi:
40

 

1) Sekelompok ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut. Pendapat 

ini diakui oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats- 

Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama. 

2) Imam Syafi`i dan Ahlu Zhahir berpendapat tidak dibolehkan melakukan 

musaqah kecuali pada kurma saja. 

                                                             
37 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483 
38 Ibnu Rusyd, Ibid h,432 
39 Hendi Suhendi, Op.cit, h. 149  
40 Ibnu Rusyd, Op.cit, h. 487 
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3) Imam Malik berpendapat apabila tanahnya mengikuti buah dan buah 

tersebut adalah yang lebih banyak maka tidak mengapa dimasukkan 

dalam musaqah, tidak mensyaratkan sebagian diluar darinya maupun 

tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut adalah sepertiga atau 

yang kurang darinya (maksudnya kadar penyewaan tanah tersebut harus 

sepertiga dari buah yang kurang darinya). Dan ia tidak membolehkan 

pemilik tanah mensyaratkan agar ia menanami tanah yang kosong untuk 

dirinya, karena hal tersebut merupakan suatu penambahan yang ia 

berikan kepadanya, sedangkan Imam Syafi`i mengatakan hal tersebut  

dibolehkan.
41

  

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, musaqah ialah “akad untuk 

memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan 

syarat-syarat tertentu” 

Menurut Ibnu Abidin, musaqah ialah “penyerahan sebidang kebun 

pada petani untuk dirawat dan digarap dengan ketentuen bahwa petani 

mendapatkan bagian dari hasil kebun itu” 

Ulama Syafi`iah mendefinisikan musaqah adalah “memperkejakan 

petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan 

cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma tau anggur itu di bagi 

bersama antara pemilik dan petani yang penggarap”.
42

 

Penggarap demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama 

antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu 

                                                             
41 Ibid. h. 488  
42 Ibid . h.107 
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dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. 

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah, 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW “dari Ibn Umar, sesungguhnya Nabi 

SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar 

dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperroleh dari 

pengghasilnya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”.
43
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada 

pemilik sawah dan petani penggarap, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa renak dungun 

sekalipun kerugian tidak sering terjadi, maka perlu diwaspadai oleh pihak 

penggarap, agar tidak terjadi permasalahan dan menimbulkan kerugian 

pada pihak pemilik ataupun pekerja, jadi cara mengatasi agar tidak 

terjadinya penipuan ataupun keselisihpahaman dengan cara memberikan 

teguran dan musyawarah bersama, supaya kejadian itu tidak akan terulang 

lagi untuk kedepannya. 

2.  sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak 

Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem bagi 

hasil antara pemilik dan penggarap atas perjanjian kerjasama menunjukkan 

masih adanya unsur gharar dari sebagian pemilik dan penggarap, 

dikarenakan belum sepenuhnya mencermati apa yang telah ditentukan oleh 

syariat Islam. 
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B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian sistem bagi hasil pertanian di 

Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan 

Meranti, maka penulis akan menyampaikan saran berikut: 

1. Bagi pihak pemilik dan penggarap kebun karet di desa Renak Dungun 

Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membuat 

kesepakatan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan, hendaknya 

menggunakan perjanjian tertulis dan disertai dengan beberapa saksi agar 

dapat menjadi bukti dan mendapat kepastian hukum. 

2. Bagi pihak pemilik dan penggarap kebun karet di desa Renak Dungun 

Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti masih ada 

sebagain yang belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem yang mereka 

lakukan itu belum sesuai dengan Ekonomi Islam, maka dari itu penulis 

berharap kedepannya, sedikit demi sedikit bisa menerapkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Ekonomi Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Amir Hidayat, 2012.Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan 

Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan 

Nasional. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, Cet. I. 

 

Amir Syarifuddin, 2003, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana.Ed.1, Cet 

Ke-1 

 

Ascarya,2011 Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers 

 

Bakry Hasbullah,1988 Pedoman Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Press: 1 

. 

Buchari Alma, 2003, Dasar-Dasar Etika Islam, Bandung: CV. Alfabeta, 2003. 

 

Chairummah Pasaribu, 1994. Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika. 

 

Djamil Faturrahman, 2013.Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 

. 

Faturrahman Djamil, 2013. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 

 

Gunawan Imam, 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara. 
 

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Ibnu Rusyd, 2007.Bidayatul Mujtahid, Jakarta:  Pustaka Azzam. 

 

Imam Malik bin Annas, 2007, Al-Muwaththa` Imam Malik, Jakarta: Pustaka 

Azzam,  

 

Irfan, 2014, Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab, Makassar: Alauddin 

University Press. 

 

Jaribah Bin Ahmad Al- Haristsi, 2006 Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab, 

Jakarta: Khalifah. 

 

Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. 
 

Manan Abdul, 2014 Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Fajar Interpratama 

Mandiri. 

 
Munir dan Sudarsono, 2001, Dasar-Dasar Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta. 

 

 



71  

 

Sholeh Ahmad, Analisis Ekspor dan Produksi Karet Di Indonesia Aplikasi Model 

Lag Terdistribusi. 

 

Sugiyono, 2014Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

 

Suhendi Hendi, 2011 Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Suhendi Hendi, 2002.Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam.Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada. 

 

Sulaiman Rajid, 2002.Fiqih Islam. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 

 

Syafei Rahmat, 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : CV Pustaka Setia. 

 

Usman Husein  dan Akbar Setiady R. Purnomo, 2006. Pengantar 

Statistik.Yogyakarta: Bumi Aksara. 

 

Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah. 

 

Zainudin Ali, 2008.Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta : Sinar Grafika. 

 

Zaki Fuad Chalil, 2009, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, 

Jakarta: Erlangga. 

 

www.http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-renak dungun.html. 

 

Data Profil Desa Renak DungunTahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.http/ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-renak%20dungun.html


72  

 

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA 

 

Nama Responden : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki/Perempuan 

 

1. Berapa hektar  luas kebun karet bapak/ibu yang dimilliki? 

2. Berapa orang yang menggarap lahan kebun karet bapak/ibu yang dimiliki? 

3. Bagaimana perjanjian yang dibuat oleh  bapak/ibu dengan penggarap dalam 

sistem bagi hasil kebun karet yang dimilliki? 

4. Berapa taksiran hasil panen kebun karet  bapak/ibu yang diperoleh selama 1 

bulan yang dimilliki? 

5. Bagaimana sistem bagi hasil kebun karet antara bapak/ibu dan penggarap, 

apakah dalam bentuk nilai uang atau dalam bentuk karet yang dimilliki? 

6. Pernahkah terdapat keterlambatan didalam  pembagian hasil antara bapak/ibu 

dan penggarap yang telah jatuh tempo yang dimilliki?  

7. Pernahkah terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penggarap 

dalam menggarapi kebun karet bapak/ibu yang dimilliki?  

8. Sejauh ini tindakan apa yang bapak lakukan kepada penggarap ketika terbukti 

melakukan kecurangan dalam menggarapi kebun karet bapak/ibu yang 

dimilliki? 
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